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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisi Yuridis Putusan

Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilkada

Bupati Lombok Tengah yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-
X1X/2021 menyatakan: Pertama, Diketahui setelah rekapitulasi suara,
akan ada syarat khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati 2020
di Lombok Tengah. Dalam rangkuman surat suara, terpilihlah calon
nomor urut 4 yang menjadi bupati dan wakil bupati, sehingga calon
nomor urut 3 dipilih untuk tidak menerima hasil pemilihan yang
ditetapkan KPU. Kedua, dengan pernyataan bahwa kedudukan hukum
dimaksud hanya karena alasan hukum, dengan pengecualian Termohon
dan Pihak Terkait terhadap kedudukan hukum pelapor. Ketiga, seluruh
aksi unjuk rasa dan persidangan terkait sengketa hasil pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2020 telah menetapkan
bahwa para pemohon tidak memiliki kewenangan hukum untuk
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. tidak dapat
diterima.

2. Implikasi terhadap Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021

disebut ada 2 (dua) point penting yang menjadi harapan Pemohon
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dalam melakukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi antara
lain; 1) Keputusan rangkuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati yang dikeluarkan oleh KPU selaku Termohon tidak diterima
olen Pemohon dan pasangan calon nomor urut 4 terpilih. 2)
Kemenangan pasangan nomor urut 4 karena adanya pelanggaran
administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan
oleh pasangan nomor urut 4 dan pengerahan Bupati Lombok Tengah
(H.M. Suhairi, FT) dan/atau karena adanya kecurigaan seorang pejabat
pemerintah yang dimobilisasi. Pada setiap tahapan pemilu, terlibat
serta lembaga-lembaga urusan sipil negara.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa
saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut.

1. 1. Bagi penyelenggara pemilu dan pilkada, khususnya KPU Kabupaten
Lombok Tengah, prinsip ketelitian dan kehati-hatian harus
diperhatikan dalam memverifikasi fakta calon kepala daerah, terutama
sampai ke persoalannya. keputusan tentang pengumuman pasangan
calon terpilih.

2. KPU dan Bawaslu akan saling berkoordinasi untuk mengatasi
kecurangan dll dan menghindari gugatan dari pasangan calon dan
lainnya, karena prinsip langsung, publik dan kebebasan harus dipegang

teguh efek sinergis. Rahasia, jujur dan adil.
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